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KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

ATAS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR : 35/B/2023/PT .TUN-MDN, TANGGAL 4 APRIL 2023
Jo.
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR : 88/G/2022/PTUN-MDN
TANGGAL 27 DESEMBER 2022

ANTARA
BUPATI DELI SERDANG =meeeeeee sebagai PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI /PEMOHON PK.
MELAWAN
AHLI WARIS ALMARHUM EDUARD -------- sebagai TERMOHON PENINJAUAN
TUA SIMATUPANG KEMBALI.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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“Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka No. 13
Jakarta Pusat

Melalui

Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Di Medan.

Dengan hormat,
Perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.  ROMADA SITUMORANG.
2. MOMBUN HOLLY ZOY SIMATUPANG , SH
3. PANDU NARA SURYA SIMATUPANG

Yang seluruhnya merupakan AHLI WARIS TERDIRI ISTRI DAN ANAK
DARI ALMARHUM EDUARD TUA SIMAPTUPANG. Almarhum
meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 di Klinik Pratama Sumber
Waras sesuai surat keterangan kematian Nomor : SWP /001/07/SKK.

Surat Keterangan Ahli waris dari Kecamatan dan Surat Kematian dari
Kelurahan belum dapat diperbuat sesuai ketentuan karena sulitnya
pengurusan .Kami keluarga Ahli waris dengan surat data diri ahli waris
seadanya ini juga telah meneruskan juga pelaporan delik pidana umum
di Kepolisian Sumaterea Utara dan telah diterima dengan baik dengan
status berlangsung proses penyelidikan.Hal ini kami perbuat karena
amanah Alrmahum Eduard Tua Simatupang wajib ahli waris
mempertahankan keutuhan keluarga dan mencari keadilan hukum di
Negara Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kami berusaha
menjawab memori Peninjauan Kembali yang dimohonkan Bupati Deli
Serdang tanggal 3 Oktober 2023.
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= ata -data ahli waris sebagai berikut :

1. Nama Romada Situmorang
Nik 1207264804720001
Tempat/tgl lahir Cinta Damai ,08-04-1972
Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga
Alamat Dusun Il Desa Cinta Damai
2.Nama Mombun Holly Zoy simatupang , SH
Nik 6271030401950004
Tempat/tgl lahir Cinta Damai, 04 -01-1995
Pekerjaan Wiraswasta
Alamat Dusun Il, Desa Cinta Damai
3.Nama Pandu Nara Surya Simatupang
Nik 1207260212040013
Tempat/tgl lahir Cinta Damai, 02-12-2004
Pekerjaan Wiraswasta
Alamat Dusun Il, Desa Cinta damai

Bahwa Alrmahum Eduard Tua Simatupang dan Romada
Situmorang telah memiliki Surat Pernikahan Nomor
1207-KW-09012019-0003 pada tanggal 09-01-2019

Bahwa Almarhum Eduard Tua Simatupang dan Romada
Situmorang telah memiliki Kartu Keluarga Nomor
1207262109098821 dikeluarkan tanggal 03-01-2022

Bahwa Almarhum Eduard Tua Simatupang dan Romada
Situmorang memberikan bukti surat PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) beralamat di JI. H M Harun Percut.

Bahwa Almarhum Eduard Tua Simatupang dan Romada
Situmorang memberikan bukti surat rekening listrik Nomor
idpel PLN 120040267493 beralamat di Dusun Il Desa Cinta
Damai.

Bahwa Romada Situmorang CS sebagai ahli waris dari
almarhum Eduard Tua Simatupang menerima surat dari
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Komnas Ham RI Nomor : 922/PL.00.01/X/2023 Tanggal 03
Oktober 2023 sebagai ahli waris yang meminta keadilan
Hukum.

Bahwa Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja HKBP Resort
Percut Sei Tuan antara pernikahan almarhum Eduard Tua
Simatupang dengan Romada Situmorang diberkati oleh
Pendeta M.B.Pardede.STh pada Tanggal 23 September 1994
Percut Nomor. 26/A.K/94 .-

Bahwa Alrmahum Eduard Tua Simatupang dan Romada
Situmorang dalam publikasi berita online disurat kabar daerah
selalu menggunakan alamat rumah dijalan Dusun Il desa
Cinta Damai Percut Sei Tuan Medan.

Bahwa Almarhum Eduard Tua Simatupang memiliki Surat
Keterangan Kematian dari Klinik Pratama Sumber waras
Nomor : SWP /001/07/SKK tanggal 05 Juli 2023 dan Surat
Keterangan Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor 1207-KM-
10082023-0008

Bahwa Alrmahum telah dilakukan Acara Penguburan Adat
Batak yang dilakukan Acara Penguburan Adat Batak dihadiri
Marga Simatupang, Marga Situmorang, Pengurus Serikat
Tolong Menolong Cinta Damai, Pengurus Gereja HKBP Cinta
Damai , Marga-Marga terkait dengan adat, pada Tanggal 06
Juli 2023 berlokasi dialamat rumah Alrmahum Jalan Dusun I
Desa Cinta Damai.

Bahwa Alrmahum dilaksankan pemakaman /penguburan tepat
dibelakang halaman rumah Alrmahum Eduard Tua
Simatupang yaitu di Kuburan Keluarga Situmorang JI Dusun Il
Cinta Damai.

Dengan ini TERMOHON KASASI terlebih dahulu menyampaikan hal-hal
sebagai berikut :
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KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI INI SAH DAN DAPAT
DITERIMA KARENA DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG
TELAH DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

Bahwa sesuai “Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Peninjauan Kembali Kepada Termohon PKi atas Putusan Pengadilan
Tinggi TUN Medan Nomor 35/B/2023/PT TUN-MDN , tangal 4 April
2023. Jo Putusan Pengadilan TUN Medan Nomor 88/G/2022/PTUN -
MDN tgl 27 Desember 2022”. TERMOHON Peninjauan Kembali
menerima Memori PK tersebut pada tanggal 03 Oktober 2023.

Bahwa selanjutnya untuk menjawab dan menanggapi “Memori
Peninjauan Kembali” yang diajukan PEMOHON Peinjauan Kembali
tersebut, maka dengan ini pihak TERMOHON Peninjauan Kembali
mengajukan “KONTRA MEMORI Peninjauan Kembali” pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan TUN
Medan .

Berdasarkan Pasal 66-67 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , Prosedur
Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Putusan
Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum
Tetap

Dasar Hukum

Pasal 66 — 77 Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung

Umum

« Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1
(satu) kali.

« Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau
menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

« Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama be
lum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan
peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.
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':":*y;”Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat
diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut

2. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau
tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya
diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian
oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

3. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti
yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara
diperiksa tidak dapat ditemukan;

4. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau
lebih dari pada yang dituntut;

5. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum
diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

6. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal
yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang
sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang
bertentangan satu dengan yang lain;

7. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan H
akim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Tata Cara Pengajuan

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para
pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya
yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon menin
ggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli
warisnya.

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang
didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :

No | Alasan Titik
Perhitungan
180 Hari

1 putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan terhitung sejak
diketahui
kebohongan
atau tipu
muslihat atau
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sejak putusan
Hakim pidana
memperoleh
kekuatan
hukum tetap,
dan telah
diberitahukan
kepada para
pihak yang
berperkara

2 | ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu terhitung sejak
perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum) ditemukan
surat-surat
bukti, yang
hari serta
tanggal
ditemukannya
harus
dinyatakan di
bawah sumpah
dan disahkan
oleh pejabat
yang
berwenang;

telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang terhitung sejak
dituntut, atau; putusan
memperoleh
kekuatan
apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus ta | hukum tetap
npa dipertimbangkan sebab-sebabnya,atau; dan telah
diberitahukan
kepada para
apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau s | pihak yang
uatu kekeliruan yang nyata berperkara;
apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas sejak putusan
dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah yang terakhir
diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dan
bertentangan
itu
memperoleh
kekuatan
hukum tetap
dan telah
diberitahukan
kepada pihak
yang
berperkara.
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« Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh
pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan
yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar
biaya perkara yang diperlukan.

« Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali
pada tingkat pertama dan terakhir.

« Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara
tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang
dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

« Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan
permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri
yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan
tentang permohonan tersebut.

. Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam
tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka
Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14
(empat belas) hari memberikan atau
mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawa
n pemohon, dengan maksud :

o dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan at
as alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau
huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk
mengajukan jawabannya;

o dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas
salah satu alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai
dengan huruf f agar dapat diketahui.

. Tenggang waktu bagi fihak lawan untuk mengajukan jawabannya
sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan
kembali.

. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan
yang memutus
perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu
oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya
jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan
kepada pihak pemohon untuk diketahui.

« Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta
biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
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« Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat
menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah
Agung.

« Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan

Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau
Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan,
atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari
Pengadilan yang dimaksud. Pengadilan

, Setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut
segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta
pertimbangan kepada Mahkamah Agung.

« Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agu
ng atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila
diperlukan.

« Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan
peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan
yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya
memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.

« Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembal
i, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan
itu tidak beralasan.

. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan
peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus
perkara dalam Tingkat Pertama dan. selanjutnya Panitera
Pengadilan Nigeri yang bersangkutan menyampaikan salinan
putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu
kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

Berdasarkan pertimabangan Pasal 66-67 UU 14 Tahun 1985, Bahwa
dengan demikian “KONTRA MEMORI Peninjauan Kembali” ini diajukan
masih dalam tenggang waktu 30 hari , sesuai Undang-undang No. 14
Tahun 1985 Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-undang
No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, sehingga menurut hukum
‘KONTRA MEMORI Peninjauan Kembali” ini telah, memenuhi syarat,
oleh karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan serta
dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas perkenankan TERMOHON
Peninjauan Kembali sebagai berikut :
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. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TELAH
MELAKSANAKAN PERADILAN SESUAI UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah Benar dan
telah melaksanakan Peradilan sesuai dengan Undang-
Undang.

2. Bahwa dalam Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor
88/G/2022/PTUN-MDN tanggal 27 Desember 2022 antara Eduard
Tua Simatupang sebagai penggugat melawan Bupati Kabupaten
Deli Serdang sebagi tergugat . Objek sengketa gugatan Tata
usaha Negara adalah keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 395
Tahun 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa
cinta damai kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2022 atas
nama Josta Josevina Tambunan.

Dasar-dasar gugatan penggugat adalah memenuhi :
A. Kewenangan pengadilan TUN dalam memeriksa ,memuutus
dan menyelesaikan sengketa ini.
B. Tentang kepentingan penggugat yang dirugikan
C. Tentang Tenggang waktu dan Upaya administrative
D. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan .
Permohonan penggugat adalah :
4. Mengabulkan guggtan penggugat untuk
seluruhnya
5. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan bupati
deli Serdang nomor 395 tahun 2022 tentang
pengesahan dan pengangkatan kepala desa cinta
dama kecamatan percut sei tuan tanggal 18 mei
2022 atas nama Josta Josevina Tambunan
6. Mewajibkan terguggat untuk mencabut object a
quo yaitu keputusan bupati deli Serdang nomor
395 tahun 2022 tentang pengesahaan dan
pengangkatan kepala desa cinta damai
kecamatan percut sei tuan tanggal 18 mei 2022
atas nama Josta Josevina Tambunan
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7. Membebankan kepada terguggat untuk
membayar biaya yang timbul dalam sengketa a
quo.
Bupati Deli Serdang serta kuasa Hukumnya telah melakukan
Eksepsi terkait tentang :
A. Tentang gugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuuur libeli)
B. Tentang guggatn Penggugata kurang Pihak (Plurium Litis
Consurtium)
C. Tentang Kewenangan Mengadili (kompetensi Absolut)

Bupati Deli Serdang atau Kuasa Hukumnya memohon permohonan
putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya seterusnya
memutus perkara dengan amar sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
Menerima eksepsi terguggat untuk seluruhnya

Menyatakan gugatan penggugata tidak dapat diterima(niet
onvankelijke verklaard)

Dalam Provisionil :

Menolak permohonan provisionil penggugat tersebut

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada penggugata.

Berdasarkan diatas Majelis Haklim berpendapat gugatan
penggugata menurut Majelis Halim telah memenuhi semua syarat
formil gugatan dan untuk mempertimbangkan eksepsi :
1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi
Absolut)
2. Eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak
3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas
(obscuur libel)

Majelis hakim mempertimbangkan dari aspek kewenangan terguggat
dalam menerbitkan object sengketa ,Pengadilan berpedoman pada
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etentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Deli Serdang
Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian
kepala desa yang berbunyi :

1 Calon Kepala desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan
keputusan Bupati;

2 Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan
paling lambat 30 (tiga puluh ) hari terhitung sejak diterima laporan hasil
pemilihan kepala desa oleh BPD . Meninmbang bahwa berdasarkan
ketentuan diatas ,menurut Majelis Hakim yang berwenang menerbitkan
keputusan tentang pengesahaan dan pengangkatan kepala desa
ada;lah kabupaten yang wilayah letak pengangkatan kepala desa.
Majelis Hakim Pengadilan TUN Medan mempertimbangkan penerbitan
objeck sengketa berdasarkan aspek prosuder dan substansi
berdasarkan peraturan perundang-undang dan asas asa umum
pemerintahan yang baik (AUPB) .

Pertimbangan Majelis Hakim keputusan panitia pemilihan kepala desa
cinta damai nomor 07 tahun 2022 tentang penetapan calon kepala desa
terpilih dan keputusan badan permusyawaratan desa cinta damai nomor
01 tahun 2022 tentang penetapan calon kepala desa terpilih desa cinta
damai kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang periode 2022-
2028 tidaklah terpenuhi secara prosuder administrasi ,maka terhadap
keputusan bupati deli serdangnomor 395 tahun 2022 tentang
pengesahaan dan pengangkatan kepala desa cinta damai tanggal 18
mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan (object sengeketa TUN)
tidak terpenuhi prosuder admnistrasinya pula sebagaimana teori
administrasi yang menyatakan admnistrasi dari awal sudah tidak
terpenuhi atau tidak sesuai atau salah maka produk hukum yang
dikeluarkan setelah itu tidak benar secara prosuder admnistrasinya .

Jelas disini penerapan hukum pada Tingkat Pertama TUN sudah
menggunakan Kaidah hukum oleh Majelis Hakim (alat bukti dan saksi
dan norma hukum semua saling terkait ,bersesuaian dan konstruksi
hukum nya jelas). Judex factie dan Judex Yuridis sudah sangat
sempurna diteliti dan diterapkan Peradilan TUN Medan.
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. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TELAH SESUAI DENGAN
HUKUM.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor 35/B/2023/PT.TUN -MDN tanggal 04 April 2023 telah
Benar dan Sesuai dengan hukum.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah mengadili
sengketa tata usaha negara dalam wilayah yuridiksinya. Sengketa
tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata
Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di
daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
adapun yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara
adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.

3. Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan adalah :

Bahwa telah  memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha
Negara di tingkat banding dalam wilayah hukumnya;

Bahwa telah memeriksa  dan memutus  di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara
Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;

Bahwa telah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat
pertama sengketa Tata Usaha Negara dalam hal telah dilakukan upaya
banding administratif;

Bahwa telah melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di

tingkat pengadilan tata usaha negara di wilayah hukumnya dan menjaga
agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
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: elain tugas dan wewenang sebagiamana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sebagai salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung R,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga memiliki tugas untuk
berperan serta secara aktif dalam pencapaian program-program yang
dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membaca dan
memeriksa :

1. Penetapan ketua pengadilan tinggi tata usaha negara medan
nomor : 35/PEN.MH/2023/PT .TUN Medan tanggal 20 Februari
2023 tentang penunjukan majles hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa tersebut melalui sistem informasi pengadilan.

2. Penunjukan panitera pengadilan TUN Medan Nomor
35/PEN.PP/2023 /PT .TUN Medan tanggal 20 Februari 2023
tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majleis
hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang penhgadilan
melalui sistem informasi pengadilan .

3. Salinan Putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor
88/G/2022/PTUN Medan tanggal 27 Desember 2022 secara
elektronik

4. Penetapan Hakim Ketua Majles Nomor 35/PEN.HS /2023 /PT TUN
.MDN tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari siding dengan
acara pembacaan putusan secara elektronik pada hari selasa
tanggal 4 april 2023.

5. Dokumen perkara yang dimohonkan Banding secara elektronik
melalui sistem informasi pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor 88 /G/2022/PTUN.MDN vyang didalamnya berisi
kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa
sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini.

Majelis Hakim Tinggi mengadili :Dalam eksepsi :
- Menolak eksepsi tergugata untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara sengketa :

1. Mengabulkan gugatan penggugata untuk seluruhnya

2. Menyatakan batal surat keputusan Buapti Deli Serdang Nomor
395 Tahun 2022 tentang pengesahaan dan pengangkatan kepala
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desa cinta damai kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 18 Mei

2022 atas nama Josta Josevina Tambunan

3. Mewajibkan kepada terguggat untuk mencabut surat keputusan
Vupati Deli Serdang Nomor 395 Tahun 2022 tentang pengesahan
dan pengangkatan kepala desa cinta damai kecamayan percut sei
tuang tanggal 18 mei 2022 atas nama Josta Josevina Tambunan

4. Membebankan kepada terguggat untuk membayat biaya yang

timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 720.000,0 (Tujuh ratus dua

puluh ribu rupiah).

lll. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memberikan bukti baru
(novum) bahwa Ahli Waris Romada Situmorang telah membuat
Laporan Polisi Dumas (Pengaduan Masyarakat) di Kantor
Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan ditembuskan ke Kapolri,
Kompolnas, DPR RI , Menpolhukam, Komnas RI terkait membuat
keterangan palsu dan menggunakan keterangan palsu (
perbedaan nama dalam ijazah dasar vs ijazah akhir dan
perbedaan nama ijazah vs KTP /akta lahir) atas nama Josta
Josevina Tambunan u dipergunakan syarat-syarat calon kepala
desa ,ketentuan ijazah kategori dokumen negara berdasarkan
Permen Dikbud Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022. Tanda
Terima Setum Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2022 ,diterima Setum
Polda Sumut.

Bahwa telah ada Surat Pemberitahuaan Perkembangan Hasil
Penyelidikan (SP2HP) Polisi Daerah sumatera Utara , Direktorat
reserese criminal umum Nomor : B/1475/1X/2023 /Ditreskrimum
tanggal 08 September 2023 .

Bahwa Perkara Pidum(pidana umum) ini telah dibawah kendali
Warsidik Polda Sumut Sesuai Surat Nomor
B/8790/VII/RES.7.5/2023/Direskrimum perihal surat
pemberitahuan perkembangan penangan Dumas (SP3D) . Ada
alat bukti saat melakukan legalisir ljazah Strata S1 ditemukan
pengesahan oleh pengurus Universitas tanpa tanggal dan tahun
akan tetapi ditanda tangani. Universitas tersebut ternyata sudah
tutup (dicabut ijinnya oleh Negara ) dan bukan kewenangan
pengurus universitas lama . Hal ini kewenangan Kopertis Wilayah
| Medan .Pembuatan leges ijazah srata s1 melakukan perbuatan
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membuat keterangan palsu dan menggunakan keterangan palsu
KUHP.

IV. Termohon Peninjauan Kembali (PK) memohon dwangsom
dikarenakan Alrmahum Eduard Tua Simatupang dua Kali
melakukan permohonan kepada Bupati Deli Serdang agar
mentaati dan melaksankan putusan TUN tersebut. Biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh Ahli Waris sudah banyak keluar sejak
dimulai pemilihan desa sampai dengan pengujian diperadilan tata
usaha negara medan , termasuk penguburan secara Adat Batak
terhadap Almarhum Eduard Tua simatupang. Dwangson wajar
dimintakan ke Bupati Deli Serdang dikarenakan Eduard Tua
Simatupang sebagai kepala keluarga pencari nafkah telah
Almarhum dan keluarga membutuhkan biaya-biaya yang telah
banyak dikeluarkan. Dwangsom adalah sejumlah uang yang
ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan
kepada terhukum dan diberlakukan apabila terhukum tidak
melaksanakan hukuman yang ditetapkan. Menurut Ketua Kamar
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.l.,, Prof Supandi,
Dwangsom atau uang paksa dalam hukum acara PERATUN ini
adalah norma lama dalam rangka memback up eksekusi putusan
Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap
karena putusan Peratun bersifat condemnatoir, putusan yang
berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk
melakukan sesuatu.

Termohon Peninjauan Kembali menyatakan tindakan pengadilan Tinggi
TUN Medan sudah menerapkan hukum dan azas hukum acara tata
usaha negara sangat sesuai dan tidak ada kekeliriuan atau
kesalahan penerapan azas hukum oleh Majlesi Hakin Tinggi TUN
Medan. Majelis Hakim Tinggi Medan melaksanakan dengan Integritas
dan Independen.

Rakyat Cinta Damai Percut Sei Tuan Medan membutuhkan sistem
Peradilan yang Jujur dari tingkat biasa sampai dengan peradilan luar
biasa , Transparan dan Akuntabel yang pasti memberikan ketenangan
sosial, keadilan hukum, kepastian hukum dan ketenteraman dalam
masyarakat.
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ahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas point I,

point Il , point Ill dan point IV , maka kami dengan kerendahan hati,

memohon kepada yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia
untuk memberikan putusan Peninjauan Kembali (PK) sebagai berikut:

1. MENERIMA KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI UNTUK
SELURUHNYA.

2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA MEDAN NOMOR: 35/B/2023/PT.TUN-MDN tanggal 04
April 2023 JO. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR 88/G/2022/PTUN .MDN TANGGAL 27 DESEMBER
2022.

3. MENOLAK SELURUHNYA POSITA PERMOHONAN, MENOLAK
SELURUH PETITUM PEMOHON MEMORI PENINJAUAN
KEMBALI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

4. MENGHUKUM PEMOHON Peninjauan Kembali UNTUK
MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM
PERKARA INI.

5. MEMINTA DWANGSOM RP 2.000.000,- (dua juta perhari) SEJAK
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI DIKABULKAN KARENA
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI SANGAT MEMBUTUHKAN
BIAYA HIDUP YANG BANYAK DIKELUARKAN UNTUK BIAYA
PENGUBURAN ADAT BATAK UNTUK ALMARHUN EDUARD
TUA SIMATUPANG, BIAYA YANG DIKELUARKAN ALMARHUM
UNTUK BIAYA PENUGASAN PENGAWAS PEMILU DARI
SIMPATISAN, BIAYA -BIAYA JASA HUKUM ADVOKAT UNTUK
TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING YANG LUMAYAN
JUMLAH NYA.

6. APABILA MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PENINJAUN
KEMBALI YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI
BERPENDAPAT LAIN,MAKA MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-
ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).
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DESA CINTA DAMAI, PERCUT SEI TUAN MEDAN, 16 Oktober 2023
Hormat Kami,
Ahli Waris Eduard Tua Simaptupang

v o

METE[’EI[
TEMPEL POMADA SITUMORANG

PAOAKX640217844

/

MOMBUN HOLLY ZOY SIMATUPANG, SH.

PANDU NARA SURYA SIMATUPANG.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Alat Bukti Peninjauan Kembali

KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

ATAS
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR : 35/B/2023/PT .TUN-MDN, TANGGAL 4 APRIL 2023
Jo.
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
NOMOR : 88/G/2022/PTUN-MDN
TANGGAL 27 DESEMBER 2022

ANTARA

BUPATI DELI SERDANG =eeeeeeee- sebagai PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI /PEMOHON PK.

MELAWAN
AHLI WARIS ALMARHUM EDUARD TUA  --=----- sebagai TERMOHON PENINJAUAN
SIMATUPANG KEMBALI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

Uraian

Keterangan

Surat Kartu Pernikahan
dan Surat Pemberkatan
Nikah dari Gereja HKBP
Resort Percut Sei Tuan

Pernikahan antara almarhum Eduard Tua simatupang dengan Romada
Situmorang ;

Pemberkatan Nikah dari Gereja HKBP Resort Percut Sei Tuan antara
pernikahan almarhum Eduard Tua Simatupang dengan Romada Situmorang
diberkati oleh Pendeta M.B.Pardede.STh pada Tanggal 23 September 1994
Percut Nomor.26/A.K/94.-

Surat Kartu Keluarga

Kartu Keluarga antara Almarhum Eduard Tua Simatupang dengan Romada
Situmorang

Surat Keterangan
Kematian Almarhum
Eduard Tua simatupang

Surat Keterangan Kematian dari Klinik Pratama Sumber Waras Nomor
SWP/001/07/SKK Cinta Damai Tanggal 05 Juli 2023

Surat Keterangan Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor 1207-KM-
10082023-0008

Kartu Tanda Penduduk
Romada Situmorang

NIK : 1207264804720001

Kartu Tanda Penduduk
Mombun Holly Zoy
Simatupang

NIK : 6271030401950004

Kartu Tanda Penduduk
Pandu Nara Surya
Simatupang

NIK : 1207260212040013

Foto acara Adat batak
atas penguburan
Almarhum Eduard Tua
Simatupang

Foto Pemakaman
Kuburan almarhum
Eduard Tua Simatupang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Surat Laporan Polisi Nomor AG SETUM 100716 — 10716 — tanggal 03 Agustus 2023 Krimum
Dumas oleh Ahli Waris RENBIN
Romada situmorang

10 Surat Wasidik Nomor : Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D)
B/8798/VIII/RES.7.5./20 | Kepada Yth. Sdra. Romada Situmorang di Dusun Il Desa Cinta Damai
23/Ditreskrimum

11 Surat Progres Nomor : B/1475/ 1X / 2023 / Ditreskrimum
penyelidikan Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan (SP2HP)
12 Surat Kopertis | wilayah | Nomor : 4324/LL1/AL.02/2023
Medan Hal : Pemeriksaan Penjelasan ljazah
13 Surat dari Komnas Ham | Nomor : 922/PL.00.01/X/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 sebagai ahli waris
RI yang meminta keadilan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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Dipindai dengan CamScanner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halam 42




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kar jikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
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Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kar jikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halama
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Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
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Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66




Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67




